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TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PIEMBANGLUNAN ISLAM TERPADU UNTUK PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU BANJARWANCGI DENGAN KOMPETENSI
KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN

TEKNIK SEPEDA MOTOR MULAI TAHUN PELAJARAN 20162017

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

a  bahwa dnlom rangka meningkaitkan mutu dan relevansi pendidikan menengah
alns yang lebih sesuai dengnn polensi wilnynh dan kebutusn tenagn kerja, maka
Yayasan Pembangunan  Pendidikan  Islam  Terpadu  telah  mengusahakan
pendinan Sckolah Menengnh Kejuruan Islom Terpadu  Banjurwang dengan
Kampetensi Keahban Tekinh Kompuler dan Juringan, Administrasi Perkantoran
dan Teknik Sepedo Motor

b bahwa semun persyaratan untuk pendinmn Sckolah Menenyah Kejursan Islam

terpadu Banjarwany teloh lerpenuhi;

¢.  bhahwa unuk maksud butir a dan b 1ersebut di ains, dipandang perlu ditetapkan

dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupeaten Uarat,

I.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 lentang Pembentukan Dacrah-dserah

!‘-.l

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berila Negara Tahun 1950)
schagaimuny telah dubah dengan Undang-Undeng Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakana dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-dacrah
Knbupaten Dulam Lingkungan Propinsi Juwn Barat (Lembamn Negara Republik
Indonesia Tohun 1968 Nomor 31, Tambahan lembuaran Negura Republik

Indonesin Nomor 28511,
Undang-Undang Nomor 32 Tuhun 2004 tentang "emerintuh Daernh ( Lembaran

Negura Republik. Indonesin Taliun 2004 Nomor 125, Tambahan !embaran
Negura Republik Indonesia Nomor 4437) sehagaimana telah beberapa kali

perubahan kedun Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Doernh (Lemburnn Negara Republik Indenesia Tehun 2008 Nomor
59, Tambalan Lembaran Megarn Republik Indonesin Nomor 4844,
Undang-undang Nomor 20 Tahan 2003 1enung Sistem Pendidiken Nasional
(Lembaran Negura Republik Indonesis Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembarun Negara Nomor 4101 );

Peraturan Pemenntah Nomer 32 Tahin 2013 tentang sistir. Pendidikan Nasional
( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomwor 78, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indunesia Nomor 4303 )

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaun Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar

dan Menengah;
Peraturan Menieri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2007 teniang Standar Isi untux Satuan Pendidikan Dasar dan Mencngah,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 T
2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satwan Pendidikan




Memperhaihan

Menetapkan

PERTAMA

KEDLIA
KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

!::]::;umn Menten Pendidikan Nastotal Republih Indonena Nomer 24 1 ahan
10 =007 1emang Pelak wanaan Peratiran Mendiknas Nomaor 72 dan 71

heputusan Menten Pendidiban Nasianal Nomor 0534 2001 tentang Pedoman
Penyusunan  Standsr  Pelayanan  Mimmal  Bidang  Pendadiban  Dusar  dan

Menenyah.
1T Keputuman Menten Pendidiban M asional Nomaos D) IO ] seviimny T adorma

Pemuirian Seknlah,
12 Keputusan Ciibermin Nomor 49 Tahun 2007 tentang Stsnder Pelaymnan Minimal

(SIM) Iidang Pendwdikan Kabupaten/Kota di P'mvinsi Jaws Dot (Pevim

13, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barst Nomor 420 64|
Disdik tentany Petunjuk Pelaksannan Keputusan Grubernur Nomor 59 T ahun
2003 tentang  Standar  Pelaysman Mimimal (SPM) Bdang Pendudikan

KabupatenKota di Provinn Jawa Narat (Revisi)
4. Peraturan [aerah kabupsien Gangl Nomaoe 9 fahun 2014 wotang Perubahan

Ketign mas Pernturan | wernh Kahupaten Cimrut Peosmor 2 Tabun 278 termang
Pembemukan Jdan Susunan (drganisas) Dinas Dacrak Kabuapsien {sans |
Lembaran Daerah Kabrupaten Carut Tahun 2014 Nomor 9 )

1§ Peraturan  Dacrali  habupaien  Garut Nomaor 11 Tahun 2011 lentang
Permve lemgarman Pomdidiban o) crmberan Dhacrah Kabaipaten Coang | ahun Ml

Bdovivient 01 6 Dannboahvan | ot an § el b pbippemaers ©omi il
16 Peraturmn Wupan kabopaien Canit Nomior 730 Jaham 20017 ieniang Vendiran

dan Perubabaan =alowm Prenadudiban
Pemohonan Lin pentinan Scholah Menengah kejurnuan Iaslam | o B arssng.

Nomor - O3 YTP]-BIW 2010, enggeal 25 Januan 20 $
Herita Acara Hasil Tim Pemla Studi Kelayakan pendinan Sckolah Mencngah [slam

Terpadu Banjarwang: Kecamatan Banjaowangs, tanggal 02 Februan 106

MEMUTUSKAN

Memberi izin kepads Yayasin Pembangunan Pendidiken Islam Terpadu untuk
Mecndirikan Sckolah Menengah Kejuruan [slam  Terpadu Ranjzrwang dengan
Kompelensi Keahlian Teknih Komputer dan Janngan. Administras Perkuntoran dan
Tekknik Sepeda Motor di Kp Bojong RT 01 RW 02 Desa Bowng Kecamsian
Banjarwangi Kabupaten Garut mulai Tahun Pelsjaran 201672017,

Pemberan 1zin fersebut pada diktum periama keputusan i berlaku  scpanang
memenuhi semua kctntuan yang berfaku,

Menugaskan kepada Kepalo Pidang Pendidikan Menengah untek  melaksanakan
pembinaan demi kelancaran scholah iersebut pada diktum pertama;

Hal-hal yang belum nlau Gdak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam
keputusan tersendiri,

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditelapkan dengan catatsn spabila dikemudian han
mdﬂk&elhmdﬂmmﬂlhnﬁﬂmmmm

l:li :.G:‘Jru.lﬁ -‘ﬁ""a

e TKJ
NIP. 19630606 1 JRI0S 1004

TEMBLISA!L, disampaikan kepade Yth.
| Kemendibud R1 up, Dirjen Dikmen di Jakarta;

2 Bupatn Ganut ;

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Baral;
4. Ketun BMPS Kabupaten



